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BAB II
KAJIAN  PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS


2.1. Kajian Pustaka
2.1.1. Komite Audit
Pembentukan komite audit oleh perusahaan-perusahaan publik sudah banyak dilakukan diberbagai negara termasuk Indonesia. Seiring dengan menguatnya tuntutan agar perusahaan lebih transparan dan reliable mengenai kinerjanya, peran komite audit menjadi semakin penting. Berikut pengertian komite audit dari beberapa ahli:
Bapepam No. Kep-29/M/2004 yang dikutip oleh Amin (2008:49), menjelakan pengertian komite audit sebagai berkut:
“Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya”.
Ikatan Komite Audit yang dikutip oleh  Arief (2009: 25),  menjelaskan definisi Komite  Audit sebagai berikut :
 “Suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan(oversight) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate governance di perusahaan-perusahaan”.

Meskipun pendapat mengenai definisi komite audit menurut beberapa ahli berbeda-beda tetapi memiliki maksud yang sama yaitu komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bekerjasama untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris.
2.1.1.1. Tujuan dan Manfaat Utama Pembentukan Komite Audit
Antonius (2008:18), menjelaskan tujuan dan manfaat utama pembentukan komite audit sebagai berikut:
“1.  Membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan 
       fungsinya;
2. Memberikan kepastian mengenai kebenaran dan keandalan laporan keuangan perusahaa; dan
3. Memperkuat independensi auditor eksternal dan auditor internal”.

Penjelasan Antonius (2008: 18) dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
Tujuan utama pembentukan komite audit adalah untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris, yakni melaksanakan pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh direksi. Satu elemen penting dalam pengawasan oleh dewan komisaris adalah bekerjasama erat dengan direksi dan manajemen perusahaan untuk mewujudkan kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan standar etika. Pengawasan ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki kebijakan akuntansi, pengendalian internal, dan akuntan publik independen dan objektif yang dapat mengidentifikasi adanya fraud, mengantisipasi risiko-risiko, dan memastikan bahwa informasi yang dikeluarkan perusahaan kepada pemegang saham dan publik adalah benar. 
2. Memberikan kepastian mengenai kebenaran dan keandalan laporan keuangan perusahaan
Salah satu perkembangan penting dalam aspek auditing dan corporate reporting adalah kewajiban bagi dewan komisaris dan direksi membuat pernyataan eksplisit dalam laporan tahunan perusahaan bahwa perusahaan mereka telah mematuhi semua peraturan terkait dan kebenaran laporan tahunan mereka. Para investor bersandar pada dewan komisaris untuk memastikan bahwa laporan perusahaan dan prosesnya telah berjalan dengan jujur dan menyeluruh. Dalam konteks inilah, komite audit berperan penting sebagai the ultimate guardian of shareholders interests, dengan cara memberikan assurance atau kepastian kepada dewan komisaris mengenai kualitas dan keandalan informasi keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk publik.
3. Memperkuat independensi auditor eksternal dan auditor internal
1. Komite audit meningkatkan independensi auditor eksternal melalui keterlibatan mereka dalam hal-hal sebagai berikut:
a. Proses pemilihan auditor eksternal
Komite audit berperan sebagai pemberi rekomendasi kepada dewan komisaris tentang auditor eksternal mana yang dapat dipergunakan oleh perusahaan, dengan mempertimbangkan kualitas, cakupan, dan kesesuaian dengan hukum dan peraturan terkait, terutama aspek indepensi
b. Proses review fee auditor eksternal
Komite audit memastikan kewajarannya sesuai dengan cakupan dan tingkat kualitas yang ditawarkan, dan kemudian memberikan hasil review tersebut kepada dewan komisaris.
c. Proses audit itu sendiri
Dalam hal ini, komite audit terlibat setidaknya ditiap tahapan, yaitu:
1. Tahapan pre-audit dimana auditor eksternal memberikan paparan tentang cakupan audit, metodelogi, sumber daya dan jadwal audit yang akan dilaksanakan.
2. Tahapan ditengah-tengah atau akhir proses audit, dimana auditor eksternal memberikan paparan tentang temuan-temuan mereka dan atau mendiskusikan kesulitan-kesulitan proses audit yang menghambat auditor eksternal untuk menyelesaikan tugas mereka.
3. Tahapan post-audit dimana auditor eksternal mendiskusikan hasil akhir audit dan temuan-temuan mereka sebelum laporan benar-benar sudah dalam status selesai.
2. Komite audit meningkatkan independensi auditor internal melalui keterlibatan mereka dalam hal sebagai berikut:
a. Proses pengangkatan dan pemberhentian ketua internal audit
Dalam hal ini, komite audit memberikan pandangan dan saran kepada dewan komisaris tentang observasi dan penilaian mereka terhadap kompetensi dan kinerja ketua internal audit beserta rekomendasi langkah yang sebaiknya dilakukan oleh dewan komisaris dan direksi.
b. Proses penetapan cakupan dan metodelogi internal audit
Dalam hal ini, keterlibatan tidak langsung komite audit akan memastikan bahwa cakupan rencana kerja internal audit disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan krusial perusahaan dan metodelogi serta pelaksanaannya sudah memenuhi harapan atau sasaran yang diinginkan.

c. Proses pelaksanaan follow-up hasil laporan internal audit
Dalam hal ini, keterlibatan komite audit sebatas memonitor pelaksanaan follow-up tersebut oleh manajemen yang bersangkutan, dan memberikan opini atau masukan kepada dewan komisaris yang kemudian akan memberikan masukan ataupun teguran kepada direksi bilamana ada hal yang patut disampaikan.
d. Proses evaluasi kompetensi dan kinerja internal audit secara keseluruhan
Dalam hal ini, komite audit memastikan adanya kompetensi yang cukup dengan sumber daya yang memadai bagi internal audit perusahaan untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.
2.1.1.2. Konsekuensi Logis
Antonius (2008: 23), menjelaskan konsekuensi logis yang harus dilakukan komite audit sebagai berikut:
“1. Bersikap dan berpikir independen;
2. Memberikan komitmen waktu untuk tugas-tugasnya;
3. Memiliki keahlian yang memadai;
4. Memiliki akses terhadap informasi yang relevan dan andal”.

Bercermin pada tujuan krusial dan manfaat pembentukan komite audit di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setiap anggota komite audit dituntut untuk:
1. Bersikap dan berpikir independen
Anggota komite audit harus memiliki kemampuan dan independensi untuk mengkaji bahkan mengangkat praktik-praktik manajemen yang mencurigakan sekalipun perusahaan memperlihatkan kinerja pertumbuhan yang baik.

2. Memberikan komitmen waktu untuk tugas-tugasnya
Untuk mencapai tujuan pembentukannya, para anggota komite audit harus tekun dan siap untuk menginvestasikan waktu yang diperlukan dalam memahami industri bisnis perusahaan dan subtansi dari berbagai transaksi perusahaan yang rumit. Komite audit bukan orang yang super sibuk dengan beragam aktivitas, sehingga mereka punya cukup waktu untuk membaca dan mengkaji kertas-kertas kerja dan laporan-laporan perusahaan serta untuk menghadiri dan mengadakan rapat-rapat kerja.
3. Memiliki keahlian yang memadai
Anggota komite audit harus memiliki keahlian atau akses kepada keahlian yang mendalam dibidang keuangan. Mereka harus memiliki pemahaman tentang prinsip-prinsip yang mendasari penyiapan laporan keuangan, mengapa kebijakan akunting tertentu yang diambil, bagaimana kebijakan tersebut diterapkan, dan dapat memastikan bahwa hasil akhir yang didapatkan sejalan dengan pemahaman mereka tentang proses yang berlaku. 
4. Memiliki akses terhadap informasi yang relevan dan andal
Kinerja komite audit tidak lebih baik dari kualitas informasi yang mereka dapatkan. Trust dan communication menjadi dua kata kunci bagi komite audit karena mereka tidak dibenarkan untuk menjalankan kegiatan melebihi kegiatan pengawasan yang diberikan kepada dewan komisaris oleh undang-undang. Komite audit harus mengandalkan informasi yang didapatkan dari direktur keuangan dan para auditor baik auditor internal maupun eksternal.

2.1.1.3. Tugas Komite Audit
Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan direksi kepada dewan komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris.
Antonius (2008: 63-64) menjelaskan tugas komite audit sebagai berikut:
“1. Penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh  
      perusahaan;
2. Penelaahan atas kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan;
3. Penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor eksternal dan auditor internal”.

2.1.1.4. Tanggungjawab Komite Audit
Antonius (2008: 64) menjelaskan tanggungjawab komite audit sebagai berikut:
“1. Melaporkan kepada Komisaris berbagai risiko yang dihadapi 
      perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi;
2. Melaporkan kepada Komisaris dan melakukan penelaahan atas adanya tuntutan hukum yang dihadapi perusahaan;
3. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan;
4. Membuat pedoman Kerja komite Audit”.

2.1.1.5. Struktur Organisasi Komite Audit
Antonius (2008: 65) menjelaskan struktur organisasi komite audit sebagai berikut:
“Komite audit dibentuk oleh dan bertanggungjwab kepada dewan komisaris. Keanggotaan komite audit harus sejalan dengan rekomendasi National Code (NCG, 2001) dan berbagai peraturan terkait yang mengatur agar anggota komite audit minimal 3 (tiga orang)”.

1. Keanggotaan Komite Audit
Amin (2008: 61), menjelaskan mengenai keanggotaan komite audit sebagai berikut:
“1.   Anggota komite Audit terdiri atas 3 (tiga) orang yang harus independen  
 terhadap manajemen;
2. Minimal 2 (dua) orang diantaranya harus merupakan tenaga ahli/profesional yang berasal dari luar perusahaan, sementara sisanya dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris;
3. Ketua Komite Audit harus berasal dari anggota Dewan Komisaris yang independen;
4. Ketua dan anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;
5. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit dibantu oleh seorang Sekretaris Komite Audit  yang ditunjuk oleh Komite Audit. Tugas utama Sekretaris Komite Audit adalah:
a. Mengumpulakan dan mendistribusikan semua informasi yang dibutuhkan oleh Komite Audit untuk dapat menjalankan fungsinya dan tanggungjawab dengan baik;
b. Membantu Komite Audit dalam mempersiapkan rapat yang diselenggarakan oleh Komite Audit;
c. Mengadministrasikan semua arsip milik Komite Audit;
d. Bersama-sama dengan Komite Audit dan manajemen mempersiapkan program orientasi dan pelatihan yang dibutuhkan oleh anggota Komite Audit, baik pelatihan internal maupun eksternal”.

2. Kriteria seleksi 
Amien (2008: 63-64), menjelaskan klasifikasi anggota komite audit sebagai berikut:
“Kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap anggota Komite Audit meliputi:
a. Memiliki latar belakang pendidikan formal minimal Strata Satu (S1);
b. Memiliki integritas dan reputasi yang baik;
c. Memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh tugas dan tanggungjawab komite audit;
d. Memiliki kemampuan memimpin, komunikasi dan menciptakan hubungan kerja yang baik antara Anggota Komite audit dengan pihak lain;
e. Memiliki komitmen untuk mendedikasikan waktu dan tenaga guna menjalankan semua tugas dan tanggungjawab sebagai anggota Komite Audit;
f. Memiliki kepedulian yang besar dan kemampuan untuk memberikan pertimbangan yang objektif kepada perusahaan;
g. Memiliki kemampuan untuk memberikan perspektif yang baru atau berbeda dan masukan yang kontruktif kepada perusahaan;
h. Tidak merangkap sebagai komisaris dan/atau direksi dan/atau pejabat eksekutif di lebih dari 2 (dua) perusahaan”. 

2.1.1.6. Informasi dan Komunikasi
Efektivititas kerja komite audit juga sangat dipengaruhi oleh pola hubungan (relationship) dan tingkat intensitas komunikasi antara komite audit dengan berbagai pihak.
Arief (2009: 37), menjelaskan komunikasi komite audit dengan pihak terkait sebagai berikut:
“1.  Komunikasi Komite Audit dengan Dewan Komsaris;
2. Komunikasi Komite Audit dengan  Manajemen;
3. Komunikasi Komite Audit dengan Auditor Internal;
4. Komunikasi Komite Audit dengan Auditor Eksternal”.

Penjelasan dari Arief (2009:37) dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Komunikasi Komite Audit dengan Dewan Komisaris
Salah satu fungsi pokok komite audit adalah membantu tugas komisaris dalam aspek pengendalian perusahaan. Dalam rapat internal yang diselenggarakan secara rutin, komite audit melaporkan hasil tugas yang dibebankan oleh komisaris dalam bentuk laporan berkala. Selain itu, apabila ditugaskan secara khusus oleh komisaris, maka komite audit akan membuat laporan khusus yang ditunjukan kepada komisaris.
2. Komunikasi Komite Audit dengan Manajemen
Komunikasi antara komite audit dengan manajemen memegang peranan yang cukup penting dalam rangka meningkatkan pengendalian perusahaan, dalam rangka melaksanakan tanggungjawabnya komite audit memerlukan interaksi yang signifikan dan efektif dengan manajemen. Namun hal tersebut tidak berarrti bahwa kehadiran manajemen dalam tiap rapat merupakan keharusan, yang baik adalah jika manajemen berpartisipasi secara aktif dalam rapat komite, selain itu komite audit juga bertanggungjawab untuk melaporkan aktivitas manajemen yang krusial bagi komite audit.
3. Komunikasi Komite Audit dengan Auditor Internal
Komunikasi antara audit internal dengan komite audit, antara lain diatur dalam Pernyataan Standar Auditing (Statement on Auditing Standard – SAS) No. 61 yang dkutip oleh Arief (2009: 39), dalam standar tersebut disebutkan 8 hal yang perlu dikomunikasikan oleh auditor internal dengan komite audit yaitu:
“a. Pertanggungjawaban atas struktur kendali internal dan bahwa laporan  
      keuangan bebas dari kesalahan material;
b. Seleksi kebijakan akuntansi;
c. Estimasi akuntansi;
d. Dampak penyesuaian dari hasil audit;
e. Pertanggungjawaban data nonkeuangan yang disepakati bersama;
f. Ketidaksepkatan antara manajemen dan auditor internal;
g. diskusi pemilihan auditor eksternal;
h. Masalah proses akuntansi, seperti keterlambatan penympaian laporan atau batas waktu laporan yang tidak masuk akal”.

4. Komunikasi Komite Audit dengan Auditor Eksternal
Salah satu tanggungjawab komite audit adalah menilai laporan audit dari auditor eksternal. Kedudukan komite audit yang merupakan kepanjangan tangan dari dewan komisaris dan kompetensi yang dimilikinya diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi auditor eksternal bagi perusahaan. Komunikasi antarakomite audit dengan auditor eksternal dapat berbentuk lisan maupun tulisan. Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), Standar Auditning No. 380 yang dikutip oleh Arief (2009: 39), menjelaskan aturan mengenai komunikasi antara akuntan publik (auditor eksternal) dengan komite audit, masalah yang dapat dikomunkasikan antara lain meliputi:
“a. Tanggungjawab auditor berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh   
      Ikatan Akuntansi Indonesia; 
b. Kebijakan akuntansi yang signifikan;
c. Pertimbangan manajemen dan estimasi akuntansi;
d. Penyesuaian audit yang signifikan;
e. Informasi lain dalam dokumen yang berisi laporan keuangan auditan;
f. Ketidaksepakatan dengan manajemen;
g. Konsultansi dengan akuntan lain;
h. Masalah besar yang dibicarakan dengan manajemen sebelum mengambil Keputusan untuk mempertahankan auditor;
i. Kesulitan yang dijumpai dala pelaksanaan audit”.

2.1.1.7. Efektivitas Komite Audit
Walaupun sudah ada rujukan-rujukan legal framework bagi keberadaan dan peran komite audit, perusahaan secara internal tetap perlu merumuskan kerangka regulatorinya sendiri untuk memperjelas batas-batas dan mekanisme bagi komite audit dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya. Self-regulatory ini dikembangkan di perusahaan berdasarkan bingkai corporate governance dan legal framework, serta dengan mempertimbangkan keunikan kebutuhan dan budaya masing-masing perusahaan. 
Antonius (2006: 46), menjelaskan elemen-elemen self-Regulatory sebagai berikut:
“1.  Pedoman Kerja Komite Audit (Audit Committee Charter);
2. Komposisi Komite Audit;
3. Rapat Komite Audit;
4. Kebijakan Disklosur;
5. Remunerasi Komite Audit;
6. Sumber daya untuk Komite Audit;
7. Penilaian efektivitas Komite Audit”.



Penjelasan Antonius (2006: 46), sebagai berikut:
1. Pedoman Kerja Komite Audit (Audit Committee Charter);
Hendaknya merumuskan dengan jelas ruang lingkup tanggungjawab pengawasan yang diemban komite audit dan bagaimana tanggungjawab ini dilaksanakan. Peran ini harus diputuskan oleh dewan komisaris, dan dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan kebutuhan spesifik perusahaan dan dengan jelas memberikan garis besar tugas dan tanggungjawab komite. Termasuk struktur, proses, dan persyaratan keanggotaan. Audit Committee Charter idealnya bertugas menguraikan tugas dan kewajiban anggota komite audit dan menetapkan pedoman bagi hubungan komite audit dengan manajemen, satuan pengawas internal (internal audit), dan kantor akuntan publik (auditor eksternal), da pihak-pihak lain yang terkait.
2. Komposisi Komite Audit
National Code (NCG, 2001) dan berbagai peraturan terkait merekomendasikan agar anggota komite audit minimal 3 (tiga) orang. Jumlah anggota komite audit dapat bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lain tergantung kebutuhan, budaya perusahaan dan ruang lingkup tanggungjawab komite audit yang diharapkan. Tujuannya adalah agar jumlah ini memungkinkan komite bekerja secara efisien dan efektif, dimana semua anggota berpartisipasi aktif, dan menjadi cermin dari adanya bauran pengalaman dan pengetahuan yang memadai. Umumnya, tiga sampai lima orang anggota telah dapat memenuhi tujuan ini. Disamping itu, para anggota ini harus independen, dan minimal salah seorang di antaranya memiliki pemahaman atau keahlian di bidang keuangan.
3. Rapat Komite Audit
Agenda yang terperinci sangat penting atau vital bagi komite audit agar tetap fokus. Agenda yang efektif disiapkan dengan berdasarkan masukan dari presiden direktur, direktur keuangan, dan SPI serta auditor eksternal. Akan tetapi, ketua komite audit bertanggungjawab atas proses penyusunan agenda ini dan bukan manajemen. Agenda komite audit idealnya bersumber dari rencana kerja yang terperinci. Demikian pula, rencana kerja terperinci hendaknya bersumber  dari Audit Commite Charter. 
4. Kebijakan Disklosur
Isi, waktu dan cara bagaimana informasi dikeluarkan baik secara internal maupun eksternal oleh perusahaan perlu dirumuskan, didokumentasikan dan disetujui oleh komisaris dan direksi. Kebijakan penyampaian informasi atau komunikasi ini hendaknya mempertimbangkan adanya panduan yang jelas untuk memastikan bahwa komunikasi ini berjalan secara wajar dan terbuka, bagaimana komunikasi krisis, risiko dan pengendalian komunikasi elektronik dijalankan. Meskipun kebijakan-kebijakan ini dirumuskan oleh dewan komisaris dan direksi, komite audit hendaknya secara aktif memberikan kontribusi dalam proses perumusan kebijakan ini karena terkait dengan penyampaian informasi keuangan secara keseluruhan.
5. Remunerasi Komite Audit
Para anggota komite audit harus mendapatkan remunerasi yang memadai. Di banyak perusahaan publik, keputusan mengenai jumlah remunerasi biasanya menjadi tanggungjawab komite remunerasi. Remunerasi yang diterima ketua komite audit di banyak perusahaan juga biasanya diberikan lebih tinggi dibandingkan anggota lainnya, karena terkait dengan tanggungjawab yang besar. Demikian pula, remunerasi komite audit lebih tinggi dari pada remunerasi komite-komite lainnya sebagai bentuk pengakuan atas tanggungjawab dan tingkat komitmen waktu yang harus mereka wujudkan.  Elemen–elemen seperti keahlian, pengalaman, dan nilai pekerjaan yang mereka berikan kepada perusahaan harus menjadi pertimbangan dalam merancang remunerasi komite. 
6. Sumber Daya untuk Komite Audit
Komite audit hendaknya didukung dengan sumber daya yang cukup untuk dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Komite Audit perlu memiliki akses dukungan dari sekretaris perusahaan untuk berbagai hal terkait antara lain membantu komite dalam menyiapkan rencana kerja komite, menyusun agenda rapat, menyiapkan risalah rapat, menyusun laporan kegiatan komite untuk disertakan dalam laporan tahunan, mengumpulkan dan mendistribusikan informasi dan memberikan dukungan praktis yang diperlukan. Sekretaris perusahaan hendaknya memastikan bahwa komite audit menerima informasi dan dokumen yang dibutuhkan tepat pada waktunya agar komite audit dapat memberikan pertimbangan secara penuh dan wajar. Dewan komisaris harus menyediakan dana yang dapat digunakan oleh komite audit untuk mendapatkan saran dari professional independen dalam bidang legal, akunting, maupun saran lain yang dipandang perlu oleh komite.


7. Penilaian Efektivitas Komite Audit
Setiap tahun, dewan komisaris hendaknya mengkaji efektivitas komite audit dengan meminta umpan balik mengenai kinerja komite dari manajemen senior dan dari SPI dan KAP. Di samping itu, komite audit sendiri perlu menilai efektivitasnya sendiri dan memadai Audit Committe Charter, rencana kerja, dan lain-lain. Setiap tahun ketua komite juga perlu menilai kinerja setiap anggotanya, dan komite audit bersama-sama.

2.1.2. Pengendalian Internal Perusahaan 
Suatu organisasi menerapkan kebijakan dan prosedur pengendalian dengan maksud untuk memelihara kualitas informasi dan operasi dalam rangka pencapaian tujuan. Karena setiap aktivitas operasi yang dilakukan sangat tergantung kepada informasi, maka informasi yang berkualitas dapat membantu meningkatkan kualitas operasi. Terpeliharanya kualitas informasi dan operasi melalui penerapan pengendalian internal memberikan jaminan yang meyakinkan akan tercapainya tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Berikut pengertian pengendalian internal perusahaan dari beberapa ahli:
Krismiaji (2002:218), menjelaskan pengertian pengendalian internal sebagai berikut:
“Rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen”.

Romney dan Steinbart (2004:229), yang dialih bahasakan oleh Fitriasari dan Dany, mendefinisikan pengendalian internal sebagai berikut:
“Rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuian dengan kebijakan yang telah ditetapkan”.  

Berdasarkan definisi pengendalian internal menurut para ahli maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal merupakan suatu proses perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasi yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. 
2.1.2.1. Lingkungan Pengendalian
Lingkungan pengendalian organisasi, komponen pertama dari lima komponen pengendalian internal, merupakan fondasi dari komponen-komponen pengendalian sistem yang lain.
Bodnar dan hopwood (2006: 133) yang dialih bahasakan oleh Julianto dan Lilis, menjelaskan definisi lingkungan pengendalian sebagai berikut:
“Dampak kumulatif atas faktor-faktor untuk membangun, mendukung dan meningkatkan efektivitas kebijakan dan prosedur tertentu”.
Dari penjelasan Bodnar dan hopwood (2006: 133), dapat disimpulkan lingkungan pengendalian menentukan iklim organisasi dan mempengaruhi kesadaran karyawan terhadap pengendalian.
Bodnar dan hopwood (2006: 134), yang dialih bahasakan oleh Julianto dan Lilis, menjelaskan faktor yang tercakup dalam lingkungan pengendalian sebagai berikut:
“1.  Nilai-nilai integritas dan etika
2. Komitmen terhadap kompetensi
3. Filosofi manajemen dan gaya operasi
4. Struktur organisasi
5. Perhatian dan pengarahan yang diberikan oleh dewan direksi dan komitenya
6. Cara pembagian otoritas dan tanggungjawab 
7. Kebijakan sumber daya manusia dan prosedur”.

Penjelasan Bodnar dan hopwood (2006: 134), dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Nilai-nilai Integritas dan Etika
Pelanggaran etika dapat menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi perusahaan. Eksposur seperti ini mencakup kemungkinan denda yang cukup besar atau tuduhan kriminal terhadap perusahaan maupun eksekutif dalam perusahaan tersebut. Banyak perusahaan telah mengadopsi kode etik yang memberikan petunjuk untuk menjalankan bisnis dengan cara yang benar. Sebaik apapun kode etik yang dimiliki perusahaan, akan menjadi tidak berarti jika ada masalah budaya yang signifikan dalam budaya organsasi. Menciptakan budaya organisasi yang dapat mendukung perilaku yang etis memang sulit dan memang tidak dapat dicapai tanpa pendidikan, pelatihan dan komitmen.
2. Komitmen terhadap Kompetensi
Kompetensi karyawan merupakan hal yang penting untuk memungkinkan proses pengendalian internal dapat berfungsi dengan baik. Terakhir, sebenarnya kualitas dari kompetensi karyawanlah yang dapat memastikan terlaksananya proses pengendalian yang baik. Tidak ada proses pengendalian yang dapat berfungsi dengan baik tanpa karyawan yang kompeten.
3. Filosofi Manajemen dan Gaya Operasi
Pengendalian yang efektif dalam suatu organisasi dimulai dan diakhiri dengan filosofi manajemen. Jika manajemen percaya bahwa pengendalian penting, manajemen akan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur pengendalian diterapkan secara efektif. Sikap yang menyadari pentingnya pengendalian akan terkomunikasikan pada para bawahan melalui gaya operasi manajemen. Jika, di sisi lain, manajemen hanya sekedar berbicara mengenai perlunya pengendalian, maka para bawahan kemungkinan besar akan dapat merasakan sikap yang sesungguhnya di balik kalimat tersebut. Selanjutnya, tujuan pengendalian tidak akan dapat tercapai. 
4. Struktur Orgaisasi
Struktur organisasi didefinisikan sebagai pola otoritas dan tanggungjawab yang ada dalam organisasi. Struktur organisasi formal seringkali digambarkan dalam bentuk diagram organisasi. Struktur organisasi mengindikasikan pola komunikasi formal dalam organisasi. 
5. Perhatian dan Pengarahan yang Diberikan oleh Dewan Direksi dan Komitenya
Dewan direksi merupakan perantara yang menghubungkan pemegang saham pemiliki organisasi dengan manajemen yang bertanggungjawab menjalankan organisasi. Pemegang saham mengontrol manajemen melalui fungsi dewan direksi dan komitenya. Jika keanggotaan dewan direksi sepenuhnya terdiri dari manajemen, atau jika dewan direksi jarang mengadakan rapat, maka pemegang saham tidak memiliki kendali atas operasi manajemen. Komite audit bertaggungjawab untuk meninjau reaksi manajemen terhadap laporan akuntan publik terkait dengan proses pengendalian internal perusahaan. 
6. Cara pembagian otoritas dan tanggungjawab
Metode pembagian wewenang dan tanggungjawab dalam suatu organisasi mengindikasi folosofi manajemen dan gaya operasi manajemen. Jika hanya ada metode informal atau lisan, maka pengendalian lemah atau tidak ada pengendalian. Pada struktur organisasi formal, dokumen tertulis sering digunakan untuk mengindikasikan pemberian wewenang dan tanggungjawab dalam organisasi. Struktur organisasi biasanya dilengkapi dengan deskripsi pekerjaan formal. Memo tertulis, manual kebijakan, serta manual prosedur merupakan sarana lain yang juga digunakan untuk mengatur wewenang dan tanggungjawab dalam organisasi.
7. Kebijakan Sumber Daya Manusia dan Prosedur 
Personal seharusnya kompeten dan memiliki kemampuan atau mendapatkan pelatihan yang cukup terkait dengan pekerjaan yang harus mereka lakukan. Personel merupakan komponen kunci dalam sistem pengendalian. Kualifikasi yang disyaratkan untuk setiap posisi pekerjaan dalam suatu perusahaan harus menggambarkan tingkat tanggungjawab terkait dengan posisi tersebut. Kualifikasi ini mencakup pengalaman, inteligensi, karakter, dedikasi, dan kemampuan kepemimpinan. Fidelity bonding merupakan suatu hal yang lazim diterapkan pada karyawan yang secara langsung memiliki tanggungjawab mengelola harta kekayaan perusahaan. Fidelity bonding merupakan suatu kontrak dengan perusahaan asuransi yang memberikan jaminan financial atas kejujuran individu yang namanya termuat dalam kontrak perjanjian. Perusahaan asuransi biasanya akan menginvestigasi latar belakang orang yang akan dijamin. Oleh karena itu, Fidelity bonding membantu meyakinkan organisasi bahwa organisasi tersebut merekrut karyawan yang dapat diandalkan. 
2.1.2.2. Penaksiran Risiko
Penaksiran risiko merupakan komponen kedua dari pengendalian internal. 
Bodnar dan hopwood (2006: 140) yang dialih bahasakan oleh Julianto dan Lilis,, menjelaskan definisi dari penaksiran risiko sebagai berikut:
“Penaksiran risiko merupakan proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang mempengaruhi tujuan perusahaan”.
Risiko dapat berasal dari dalam atau luar perusahaan. Risiko yang berasal dari luar perusahaan mempengaruhi perusahaan secara keseluruhan, termasuk didalam risiko ini adalah tantangan yang berasal dari pesaing, perubahan kondisi ekonomi, perkembangan teknologi, peraturan pemerintah, dan bencana alam. Risiko yang berasal dari dalam perusahaan berkaitan dengan aktivitas tertentu di dalam organisasi misalnya gangguan yang menimpa sistem informasi baik yang disebabkan oleh kesalahan karyawan yang tidak terlatih atau karyawan yang tidak memiliki motivasi atau juga karena perubahan dalam tanggungjawab manajemen sehingga tidak efektifnya dewan direksi dan komite audit.
Tahapan yang paling kritis dalam menaksir risiko adalah mengidentifikasi perubahan kondisi eksternal dan internal dan mengidentifikasi tindakan yang diperlukan. Perubahan adalah sumber risiko bagi semua orgnisasi perusahaan. Karena dunia ekonomi, industri, dan peraturan berubah maka aktivitas organisasipun akan berubah. Sistem pengendalian internal yang efektif dalam satu kondisi mungkin tidak dapat efektif dalam kondisi yang lain. Sebagai bagian dari penilaian risiko, suatu organisasi memerlukan sebuah proses untuk mengidentifikasi kondisi perubahan yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan mencapai tujuannya.
2.1.2.3. Aktivitas Pengendalian
Aktivitas pengendalian merupakan komponen pengendalian internal yang ketiga.
Bodnar dan hopwood (2006: 140) yang dialih bahasakan oleh Julianto dan Lilis,  menjelaskan pengertian dari aktivitas pengendalian sebagai berikut:
“Kebijakan dan prosedur yang dibangun untuk membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan dengan baik”.
Ada banyak aktivitas pengendalian yang dapat diterapkan oleh manajemen. Aktivitas pengendalian dapat berupa pengendalian akuntansi yang dirancang untuk memberikan jaminan yang masuk akal/memadai bahwa tujuan pengendalian tertentu tercapai untuk setiap sistem aplikasi yang material dalam organisasi
Bodnar dan hopwood (2006: 140-141) yang dialih bahasakan oleh Julianto dan Lilis, menjelaskan unsur-unsur dari aktivitas pengendalian sebagai berikut:
“1.   Rencana organisasi mencakup pemisahan tugas untuk mengurangi  
        peluang seseorang dalam suatu posisi pekerjaan tertentu untuk  
melakukan kecurangan atau kesalahan menjalankan tugas sehari-hari mereka;
2. Prosedur mencakup perancangan dan penggunaan dokumentasi dan catatan yang berguna untuk memastikan pencatatan transaksi dan kejadian yang tepat;
3. Akses terhadap aktiva hanya diberikan sesuai dengan otorisasi manajemen;
4. Cek independen dan peninjauan dilakukan sebagai wujud akuntabilitas kekayaan perusahaan dan kinerja;
5. Pengendalian proses informasi diterapkan untuk mengecek kelayakan otorisasi, kekauratan, dan kelengkapan setiap transaksi”.

Penjelasan dari Bodnar dan hopwood (2006: 140-141), dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Pemisahan Tugas
Pemisahan tugas diperlukan untuk mengurangi peluang seseorang yang ditempatkan dalam suatu posisi pekerjaan tertentu untuk melakukan kecurangan atau kesalahan ketika menjalankan tugas sehari-hari mereka. Pemisahan tugas diterapkan dengan cara memisahkan tanggungjawab wewenang pelaku transaksi dengan tanggungjawab pencatat transaksi dan juga dengan tanggungjawab penyimpanan kekayaan ke orang-orang yang berbeda. Tanggungjawab wewenang pelaku transaksi, dan tanggungjawab penyimpanan kekayaan harus dijalankan oleh fungsi yang independen.


2. Prosedur mencakup perancangan dokumen dan catatan
Prosedur seharusnya juga mencakup desain penggunaan dokumen dan catatan yang memadai untuk membantu memastikan pencatatan atas transaksi dan kejadian. Dokumen dan catatan merupakan media fisik yang digunakan untuk menyimpan informasi. Ada berbagai macam wujud dokumen dan catatan, mulai dari dokumen yang berupa kertas, seperti order penjualan dan order pembelian, sampai media penyimpanan optikal dan magnetik, seperti tape magnetic dan optical disk. Setiap jenis dokumen dan catatan harus dikendalikan dengan cara tertentu yang relevan. Dokumen dan catatan harus diberi nomor urut sebagai sarana akuntabilitas. Dokumen dan catatan harus mudah digunakan dan mudah dipahami oleh pengguna. 
3. Akses terhadap Aktiva
Akses ke kayaan mestinya hanya diizinkan sesuai dengan otorisasi manajemen. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan pengendalian dan penjagaan fisik yang memadai terhadap akses dan penggunaan harta kekayaan serta catatan seperti fasilitas yang aman dan otorisasi atas akses ke program computer dan file data. Pencurian secara fisik dan salah penggunaan merupakan ancaman yang substansial atas atas kelancaran operasi bisnis. Penjagaan aktiva seperti kas, sekuritas, dan persediaan diwujudkan melalui supervise yang ketat, proteksi  sarana fisik, dan pemisahan tugas. 
4. Pengecekan akuntanbilitas dan  Tinjauan kinerja oleh pihak independen
Secara berkala, akuntabilitas pencatatan harta kekayaan mestinya dibandingkan dengan aktiva yang ada. Selisih yang terjadi harus ditangani secara tepat. Fungsi rekonsiliasi ini harus dijalankan oleh pihak yang independen, dalam arti, bukan pihak yang berwenang untuk memberikan otorisasi, pihak pencatat transaksi, dan pihak penjaga kekayaan organisasi. Contoh pengecekan independen atas kinerja dan penialaian ketepatan catatan harta kekayaan mencakup cek secara klerikal, rekonsiliasi, membandingkan aktiva dengan catatan, pengendalian program komputer, tinjauan manajemen atas laporan rincian saldo rekening, dan tinjauan pengguna atas laporan yang dihasilkan oleh komputer.  Tinjauan kinerja umum dan anggaran juga sarana yang penting untuk menilai kinerja. Tinjauan ini dicapai dengan cara membandingkan hasil aktual dengan anggaran, ramalan, standar dan kinerja periode sebelumnya.
5. Pengendalian Pengelohan Informasi
Pengendalian pengolahan informasi memastikan adanya otorisasi, keakuratan, dan kelengkapan transaksi individual tertentu yang memadai. Otorisasi membatasi pelaksanaan transaksi atas suatu aktivitas oleh sejumlah individu tertentu. Otorisasi ini mencegah terjadinya transaksi dan aktivitas tanpa otorisasi. Otorisasi atas transaksi dan aktivitas diperlukan untuk membantu manajemen mencapai tujuan pengendalian. 
2.1.2.4. Informasi dan Komunikasi
Informasi dan komunikasi merupakan komponen pengendalian internal yang keempat.
Arief (2009: 48), menjelaskan mengenai informasi dan komunikasi sebagai berikut:
“Sistem informasi dan komunikasi yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, dan ketaatan atas ketentuan dan peraturan yang berlaku”. 
Informasi mengacu pada sistem akuntansi organisasi, yang terdiri dari metode dan catatan yang diciptakan untuk mengidentifikasi, merangkai, menganalisis, mengelompokkan, mencatat, dan melaporkan transaksi organisasi dan untuk memelihara akuntanbilitas aktiva dan utang yang terkait. 
Bodnar dan hopwood (2006: 144) yang dialih bahasakan oleh Julianto dan Lilis, menjelaskan unsur-unsur dari informasi dan komunikasi sebagai berikut:
“1.  Dokumentasi sistem akuntansi
2. Sistem akuntansi double entry
3. Jejak Audit
4. Komunikasi”.

Penjelesan dari Bodnar dan hopwood (2006: 144), sebagai berikut:
1. Dokumentasi Sistem Akuntansi
Dokumentasi sistem akuntansi merupakan hal yang penting. Prosedur akuntansi seharusnya ditetapkan dalam manual prosedur akuntansi sehingga kebijakan dan instruksi dapat diketahui secara eksplisit dan diterapkan secara konsisten. Formulir yang dirancang dengan baik harus digunakan untuk melaporkan setiap transaksi. 
2. Sistem Akuntansi Double Entry
Sebuah sistem akuntansi mestinya memuat karakteristik yang mampu dengan segera mengecek dan mengkonfirmasi keandalaan data yang direkam. Sistem akuntansi Double Entry tidak boleh diremehkan karena memiliki peran sebagai alat yang akan menghasilkan serangkaian catatan yang seimbang. 
3. Jejak Audit
Jejak audit berawal dari konsep auditor eksternal yang diminta untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan suatu organisasi. Jejak audit ada jika total nilai moneter yang tercantum dalam buku besar didukung dengan bukti-bukti berupa seluruh transaksi individual yang nilai totalnya sama dengan jumlah moneter tersebut. Jika jejak audit tersedia, maka auditor memiliki keyakinan bahwa sistem informasi akuntansi dan laporan keuangan yang terkait dapat dipercaya. 
4. Komunikasi
Komunikasi terkait dengan memberikan pemahaman yang jelas mengenai semua kebijakan dan prosedur yang terkait dengan pengendalian. Komunikasi yang baik membutuhkan komunikasi oral yang efektif, manual prosedur yang memadai, manual kebijakan, serta berbagai jenis dokumentasi yang lain. Komunikasi yang efektif juga membutuhkan aliran arus informasi dalam organisasi yang memadai. Informasi semacam ini dibutuhkan untuk mengevaluasi kinerja, membuat laporan perkecualian, dan lain sebagainya. 
2.1.2.5. Pengawasan
Pengawasan atau monitoring, komponen pengendalian internal yang kelima, melibatkan proses yang berkelanjutan untuk menaksir kualitas pengendalian internal dari waktu ke waktu serta untuk mengambil tindakan koreksi yang diperlukan.
Arief (2009: 48), menjelaskan definisi pengawasan pengendalian internal sebagai berikut:
“Pengawasan yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal termasuk fungsi audit nternal pada setiap tingkat dan unit struktur organisasi, sehingga dapat dilaksnakan secara optimal, dengan ketentuan bahwa penyimpangan yang terjadi dilaporkan kepada direksi dan tembusannya disampaikan kepada komite audit”.

Pengawasan dicapai melalui aktivitas yang terus-menerus, atau evaluasi terpisah, atau kombinasi keduanya. Aktivitas yang terus-menerus mencakup aktivitas supervisi manajemen dan tindakan lain yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa proses pengendalian internal secara berlanjut, berjalan dengan efektif.

2.1.3. Hubungan Komite Audit dengan Pengendalian Internal Perusahaan
Komite audit dalam melakukan peningkatan pengendalian internal perusahaan, dengan cara mengawasi seluruh aktivitas pengendalian baik yang dilakukan manajemen maupun dewan direksi. 
Antonius (2006: 101), menjelaskan pengawasan pengendalian internal oleh komite audit sebagai berikut:
“Manajemen bertanggungjawab untuk merancang dan menerapkan suatu sistem pengendalian internal yang efektif. Sementara komite audit, sebagai komite dewan komisaris, bertanggungjawab untuk memastikan bahwa manajemen telah menerapkan sistem dan mekanisme pengendalian yang memadai”. 

Pengawasan yang dilakukan oleh komite audit dalam proses pegendalian internal, perlu senantiasa menggunakan risk-based approach, dengan demikian penting bagi komite audit untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap sumber-sumber risiko utama di dalam proses pengendalian internal dan memberikan tanggapan serta umpan balik yang relevan dan terfokus. Kuantifikasi dan kategorisasi risiko-risiko utama akan sangat membantu dalam berdiskusi dengan manajemen dan dengan orang yang tepat, misalnya aspek apa yang cukup disampaikan kepada manajemen senior di bawah direksi, aspek apa yang sebaiknya didiskusikan dengan direktur keuangan, atau dengan direktur utama, atau dengan dewan komisaris. 
Arief (2009: 36), menjelaskan kerjasama komite audit dengan audit internal sebagai berikut:
“Komite audit dapat melakukan sinergi dengan audit internal untuk lebih meningkatkan sistem pengendalian internal perusahaan”.
Komite audit dapat mengakses perusahaan melalui kerjasama dengan audit internal tetapi apabila terdapat dugaan penyimpangan atau kecurangan di perusahaan yang melibatkan direksi perusahaan, maka komisaris dapat menugaskan komite audit untuk melakukan audit khusus. Dalam hal ini komite audit, dapat meminta bantuan pihak eksternal, untuk melakukan audit investigatif atau audit forensik guna mengungkapkan terjadinya praktik kecurangan yang signifikan di perusahaan. 
Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lusy Anggraeni (2008: 89) menyatakan bahwa: 
“Kompetensi dan indepedensi komite audit berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian internal perusahaan”.
Independensi pada hakekatnya adalah masalah integritas individu anggota komite audit. Hubungan yang berpotensi harus dihindarkan, misal hubungan keuangan, politik dan bahkan yang bersifat sosial karena dapat menciderai independensi anggota komite audit, sehingga pengendalian internal perusahaanpun menurun. Apabiala anggota komite audit tidak memiliki independensi dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam melakukan pengawasan pengendalian terhadap aktivitas usaha baik yang dilakukan oleh manajemen maupun dewan direksi, maka pengendalian internal perusahaan tidak akan berjalan secara optimal.
Arief (2007), menjeleskan mengenai komunikasi komite audit sebagai berikut:
“Komunikasi komite audit dengan pihak yang berkepentingan, apabila berjalan dengan lancar akan menghasilkan kinerja perusahaan meningkat, terutama dari aspek pengendalian”.
Adanya komunikasi yang baik antara komite audit dengan dewan komisaris, dewan manajemen, internal auditor, dan eksternal auditor dapat meningkatkan pengendalian internal perusahaan, karena dengan komunikasi yang baik menghindari informasi yang menyesatkan yang dapat menimbulkan kesalahan pengambilan keputusan dalam penelahaan hasil informasi. 
Komunikasi Komite audit dengan dewan komisaris yaitu mengenai pertanggungjawaban hasil laporan atau hal-hal yang disampaikan dewan direksi, dengan memberikan pendapat hasil penelaahan laporan pemeriksaan tersebut. 

2.2. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis
2.2.1. Kerangka Pemikiran
Komite audit di dalam sebuah perusahaan mempunyai peranan cukup penting untuk memajukan perusahaan, komite audit merupakan “mata” dan “telinga” dewan komisaris dalam rangka mengawasi jalannya perusahaan. Berikut pengertian komite audit:
Antonius  (2006: 18),  menjelaskan mengenai pengertian komite audit sebagai berikut:
“Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya yakni tugas dan fungsi pengawasan yang diamanatkan oleh Undang-undang kepada dewan komisaris perusahaan”.

Pembentukan komite audit bukan sekedar suatu kepatuhan terhadap ketentuan tetapi suatu bentuk kesadaran akan pentingnya pengawasan yang bersifat independen dan professional, karena komite audit harus dapat membantu dewan komisaris dalam melakasanakan tugas dan fungsinya dengan benar.
 Ada beberapa hal untuk mencapai komite audit yang optimal, sebagaimana dijelaskan oleh Antonius (2006: 18), yang disimpulkan sebagai berikut:
“1. Tujuan dan manfaat utama pembentukan Komite Audit;
2. Konsekuensi logis;
3. Tugas Komite Audit;
4. Tanggungjawab komite audit;
5. Struktur organisasi komite audit;
6. Informasi dan komunikasi;
7. Efektivitas komite audit”.

Pencapaian optimalisasi komite audit bukan suatu hal yang mudah, di dalam komite audit diperlukan anggota-anggota yang memiliki keahlian dan perlu kriteria-kriteria khusus untuk melaksanakan tugasnya.
 Ikatan Komite Audit Indonesia (2009), mengemukakan figur komite audit sebagai berikut:
“Figur komite audit yang mampu menjalankan tugas kesehariannya tentulah bukan figur yang mudah ditemukan. Perlu kriteria khusus bagi seseorang yang akan menjabat sebagai ketua maupun anggota komite audit, mengingat tugas dan tanggungjawabnya yang strategis baik ditinjau dari sisi internal maupun eksternal”.

Komite audit dalam menjalankan tugasnya perlu keahlian-keahlian khusus terkait dengan bidangnya, apabila komite audit tidak memiliki kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya, maka perusahaan akan mengalami kemunduran, karena ketidak mampuan komite audit dan minimnya pengetahuan untuk mengawasi dan penelahaan atas kegiatan-kegiatan operasional perusahaan. Komite audit harus terdiri dari orang-orang yang memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai, serta kriteria-kriteria lainya.
Ketua Bapepam No. Kep-29/M/2004 yang dikutip oleh Amin (2008:51), menjeleskan mengenai persyaratan-persyaratan keanggotaan komite audit sebagai berikut:
“Persyaratan keanggotaan komite audit:
1) Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2) Salah seorang dari anggota Komite audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan;
3) Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan;
4) Memliki pengetahuan yng memadai tentang peraturan perundangan dibidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
5) Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik  yang bersangkutan dalam waktu  6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh komisaris;
6) Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris, kecuali Komisaris independen;
7) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau perusahaan  Publik. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum, maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada Pihak lain;
8) Tidak mempunyai:
a. Hubungan keluarga perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical dengan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau perusahaan Publik; dan atau
b. Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaiatan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik”.

Kriteria-kriteria di atas harus dipenuhi oleh anggota komite audit, karena tugas utamanya adalah membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya yaitu untuk melaksanakan pengawasan dan penelaahan hasil laporan yang disampaikan oleh dewan direksi. Anggota komite audit harus memenuhi persyaratan-persayaratan sebagaimana yang telah ditetapkan agar komite audit dapat benar-benar menjalankan tugasnya karena peranan komite audit sangat berarti untuk kemajuan perusahaan.
Komite audit bekerjasama dengan dewan direksi dan manajemen perusahaan untuk mewujudkan kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan standar etika. Pengawasan ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki pengendalia internal yang efektif. Pengendalian internal dibutuhkan perusahaan agar mengurangi terjadinya fraud pada perusahaan dan dapat meningkatkan efisiensi perusahaan. 
Bodnar dan hopwood (2006: 129), yang dialih bahasakan oleh Julianto dan Lilis, menjelaskan pengertian pengendalian internal sebagai berikut:
 “Pengendalian internal merupakan suatu proses yang di pengaruhi oleh dewan direksi perusahaan, manajemen, dan personal lain yang dirancang untuk memberikan jaminan yang masuk akal terkait dengan tercapainya tujuan berikut: (1) reliabilitas pelaporan keuangan, (2) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (3) kesesuaian dengan peraturan dan regulasi yang berlaku”.

Perlunya pengendalian internal di dalam perusahaan, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan adanya pengendalian yang optimal maka kecil kemungkinan terjadinya kecurangan yang diakukan oleh pegawai. 
Bodnar dan hopwood (2006: 129), yang dialih bahasakan oleh Julianto dan Lilis, menjelaskan proses pengendalian internal sebagai berikut:
“Proses pengendalian internal suatu organisasi terdiri dari lima elemen: lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengawasan”.
Proses pengendalian internal yang mencakup lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengawasan harus dicapai agar pengendalian internal perusahaan berjalan dengan efektif. Tercapainya pengendalian internal yang optimal maka harus didukung proses pengauditan untuk pemeriksaan dan pemecahan masalah-masalah pada pengendalian internal. 
Anonim (2008), menjelaskan mengenai penyelenggaraan audit sebagai berikut:
“Audit diselenggarakan untuk memastikan validitas dan reliabilitas (keadaan yang dapat dipercaya) mengenai informasi dan juga menyediakan peniliaian sistem pengendalian internal (internal control)”.
Pengauditan dilakukan untuk meyakinkan informasi keuangan dapat dipercaya sehingga informasi tidak menyesatkan dan penilaian sistem pengendalian internal digunakan untuk mengukur sejauh mana pengendalian internal yang ada pada perusahaan, apakah audit internal sudah berjalan dengan optimal atau masih ada yang perlu diperbaiki. Pengauditan pengendalian dilakukan untuk meningkatkan pengendalian internal perusahaan.
Wuryan (2008:61), tujuan dari audit pengendalian sebagai berikut:
“Audit pengendalian adalah untuk menentukan bahwa: (1). pengendalian memang diterapkan, (2). pengendalian secara struktural memang wajar, (3). pengendalian dirancang untuk mencapai tujuan manajemen khusus atau untuk mencapai ketaatan dengan persyaratan yang ditentukan, atau untuk memastikan akurasi dan kelayakan transaksi, (4). pengendalian memang digunakan, (5). pengendalian secara efisien melayani tujuan tersebut, (6). pengendalian bersifat efektif, dan (7). manajemen menggunakan keluaran yang dihasilkan sistem pengendalian”.

Audit pengendalian dilakukan untuk memastikan bahwa pengendalian benar-benar diterapkan secara struktural dan wajar, memastikan pengendalian digunakan dengan benar efektif  dan efisien serta dapat mencapai tujuan manajemen.
Pengauditan pengendalian internal perusahaan dilakukan oleh internal audit atau disebut juga dengan Satuan Pengawas Internal (SPI), apabila kinerja internal audit tidak memuaskan maka dewan pengawas dengan persetujuan dewan komisaris memakai jasa eksternal audit, eksternal audit juga dilakukan juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada perusahaan.
Pengendalian internal untuk mencapai efektivitas dilakukan pemeriksaan oleh internal audit dan pengawasan yang dilakukan oleh komite audit yang bekerjasama dengan internal audit.
Komite audit mengawasi internal audit dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan pengendalian internal perusahaan. Komite audit memastikan bahwa proses penyusunan laporan keuangan sudah benar dan andal termasuk aspek pengendalian dan manajemen risiko yang terkait dengan laporan tersebut. Komite audit harus memiliki komunikasi yang baik dengan internal audit, dimana internal audit berkewajiban kepada komite audit untuk menyampaikan proses pengauditan yang telah dilakukan untuk meningkatkan pengendalian internal perusahaan.
Antonius (2006:102), menjelaskan komite audit dalam memperkuat pengendalian internal perusahaan sebagai berikut:
“Komite audit dapat membantu memperkuat “lingkungan budaya pengendalian” (control environment) di perusahaan. Bila pengendalian internal ini lemah, komite audit dapat meminta kepada manajemen melalui Dewan komisaris untuk melakukan perbaikan”.

Komite audit berperan penting dalam meningkatkan pengendalian internal, dengan cara mengawasi dan penelahaan sistem pengendalian internal, apabila pengendalian internal lemah maka komite audit menelaah dimana letak kesalahan sehingga menyebabkan pengendalian internal lemah, selanjutnya komite audit meminta manajemen melalui dewan komisaris, untuk memperbaiki letak kesalahan yang menyebabkan pengendalian internal tersebut menjadi lemah.
Amin (2008: 54), menjelaskan peran dan tanggungjawab komite audit sebagai berikut:
“Peran dan tanggungjawab komite audit mencakup pengendalian internal sebagai berkut:
1. Melakukan evaluasi apakah manajemen telah memberikan perhatian yang cukup dalam mengembangkan “budaya pengendalian” (“control culture”) dengan mengkomunikasikan arti penting dari pengendalian internal pengelolaan risiko serta memastikan semua karyawan benar-benar memahami peran dan tanggungjawab masing-masing.
2. Melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi atas kecukupan dan efektivitas dari sistem pengendalian internal dan pengelolaan risiko yang diterapkan perusahaan, berdasarkan hasil audit oleh auditor internal maupun auditor eksternal.
3. Menilai sejauh mana manajemen bertanggungjawab atas sekuriti dari sistem komputer dan sistem aplikasi serta rencana-rencana kontinjensi dalam pemrosesan internal keuangan dalam hal sistem mengalami kerusakan.
4. Memastikan apakah rekomendasi yang diberikan oleh auditor internal maupun auditor eksternal telah diimplementasikan oleh manajemen”.

Komite audit harus benar-benar memastikan bahwa manajemen telah melakukan evaluasi untuk meningkatkan pengendalian internal, dan komite audit melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi mengenai hasil laporan dari internal audit maupun eksternal audit dalam hal pengendalian internal. Komite audit menilai sejauh mana manajemen bertanggungjawab apabila sistem mengalami kerusakan, atas keamanan dalam hal sistem komputer yang digunakan dan aplikasinya serta perencanaan dalam pemrosesan internal keuangan. Komite audit pun memastikan bahwa manajemen telah mengimplementasikan rekomendasi yang disampaikan baik oleh internal audit maupun eksternal audit. Apabila komite audit kurang pengawasan dan salah memberikan rekomendasi dalam menjalankan tugasnya, maka pengendalian internal perusahaa akan mengalami kelemahan.
Komite audit dapat mengakses pengendalia internal perusahaan melalui kerjasama dengan inernal audit ataupun eksternal audit. Tugas komite audit dalam hal meningkatkan pengendalian internal perusahaan, harus didukung dengan pemahaman komite audit mengenai sumber-sumber risiko utama di dalam proses pengendalian internal dan memberikan tanggapan serta umpan balik yang relevan dan terfokus.
Perbedaan penelitian ini dengan jurnal sebelumnya, dijelaskan pada tabel dibawah ini sebagai berikut:















Tabel 2.1.
Perbedaan dan Persamaan Jurnal dan Penelitian
	No.
	Keterangan
	Perbedaan
	Persamaan

	1.
	Pengaruh Kompetensi dan indepedensi komite audit terhadap efektivitas pengendalian internal perusahaan pada PT PLN
(Lusy: 2008)

	1. Peneliti sebelumnya hanya terfokus pada kompetensi dan indepedensi komite audit saja, sedangkan penelitian ini keseluruhan aspek komite audit.
2. Obyek teliti pada peneltian sebelumnya adalah PT PLN sedangkan penelitian ini adalah PT DI.
	Baik penelitian sebelumnya maupun penelitian ini, sama-sama membahas mengenai kompetensi dan indepedensi komite audit dan  pengendalian internal perusahaan.

	2.
	Komunikasi Komite Audit: (Antara Harapan dan Kenyataan)
(Arief: 2007)
	Jurnal lebih menjelaskan mengenai hubungan komite audit dengan pihak-pihak terkait dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian internal saja, sedangkan penelitian ini lebih menjelaskan mengenai komite audit dan pengendalian internal perusahaan secara keseluruhan.
	Jurnal dan penelitian sama-sama membahas mengenai komunikasi komite audit guna meningkatkan pengendalian internal perusahaan.


	3.
	Komite Audit
(IAI: 2008)
	Jurnal lebih membahas mengenai figur seorang komite audit saja, sedangkan penelitian ini membahas komite audit secara keseluruhan.
	Baik jurnal maupun penelitian ini, sama-sama membahas mengenai figur komite audit.

	4.
	Menjadi Positif dalam Mengaudit
(Anonim: 2009)
	Jurnal membahas penyelenggaraan audit untuk meningkatkan pengendalian internal, sedangkan penelitian ini menjelaskan pengendalian internal secara keseluruhan.
	Baik jurnal maupun penelitian ini, membahas mengenai audit untuk meningkatkan pengendalian.
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Gambar 2.1.
Skema Kerangka Pemikiran
2.2.2. Hipotesis
Hipotesis diperlukan dalam sebuah penelitian untuk menetapkan kesimpulan sementara. 
Sugiyono (2009: 64), menjelaskan pengertian hipotesis sebagai berikut:
“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”.
Bedasarkan kerangka pemikiran dan rumusan masalah, di atas penulis mengemukakan hipotesis:
“Komite Audit Berpengaruh terhadap Pengendalian Internal Perusahaan”

PT Dirgantara Indonesia


Komite Audit


Pengendalian Internal Perusahaan


1. Lingkungan pengendalian
2.  Penaksiran risiko
3.  Aktivitas pengendalian
4.  Informasi dan komunikasi
5.  Monitoring





1.  Tujuan dan manfaat utama pembentukan 
     Komite Audit
2.  Konsukuensi logis
3.  Tugas Komite Audit
4.  Tanggungjawab Komite Audit
5.  Struktur Organisasi Komite Audit
6.  Informasi dan komunikasi
7.  Efektivitas Komite Audit

















